
__________ , _ 
------,-··----·------ 

a. bahwa berdasar kan Pasal 112 Undang-Unclang Nomor 6 Tah u n 
2014 tentang Desa, Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat 
mernberdayakan masyarakat Dcsa clcngan meningkatkan 
kualitas pernerintahan clan masyarakat Desa melalui 
penclidikan, pelatihan , clan penyuluhan; 

b. bahwa untuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada pertimbangan huruf a, berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan 
Pemberclayaan Masyarakat clan Desa/Kelurahan, Pernerintah 
Daerah Provinsi mernbentuk Komite Standar Pelatihan 
Pemberdayaan Masyarakat clan Desa/ Kelurahan Provinsi 
dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan 
pencapaian standar pelatihan pernberdayaan ma sya rakat clan 
desa/kelurahan, akrcditasi, sertifikasi, d an evaluasi: 

c. ba hwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimak sud 
pada huruf a clan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Gubernur Jawa Barat tentang Pembe ntukan Kornite Standar 
Pelatihan Pernberdayaan Masyarakat clan DesayKelurahan 
Provinsi Jawa Barat; 

l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pernberitukan 
Provinsi .Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tah un 1950 
tentang Pcmerintahan Jakarta Raya (Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagairnana 
tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unclang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 ten tang Pemerintahan Provinsi · Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Ke satuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 2007 Nomor 93, Tarnbaha n Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744) clan Undang-Unclang Nornor 23 Tah un 
2000 tcritarrg Pcmberitukan Provinsi Ba n te n (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 7, Tam bah an 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEMBENTUKAN KOMITE STANDAR PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN DESA/KELURAHAN PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 82 TAHUN 2015 

TENT ANG 

GUBERNUR JAWA BARAT 

SALIN AN 



Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnak sud dengan: 
1. Dacrah Provinsi adalah Daerah Provinsi .Jawa Barat. 
2. Pernerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai un sur 

penye1cnggara pemerintahan daerah yang mermmpin 
pelaksariaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan 
daera h otonom. 

3. Guberrrur adalah Gu ber nur .Jawa Barat. 
4. Sckrctaris Daerah adalah Sckrctar is Daernh Provi n si .Jawa 

Ba rat. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOM!TE 
STANDAR PELATIHAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN 
DI DAERAH PROVINS! JAWA BARA'r. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten.tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tah un 2014 ten tang Administrasi 
Pemcrintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nom01- 38 Tah un 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan An tara Pemerintah, 
Pernerintahan Daerah Provin si, dan Pemerintahan Dae rah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang De sa (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 123, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5539); 

7. Pera tu ran Mcnteri Da larn Negeri Nornor 19 Tahun 2007 ten tang 
Pelatihan Pemberdayaan Masvara kat clan Desa/Ke1urahan; 

8. Pera tu ran Daera h Provinsi .Jawa Ba rat Nomor l O Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lernbaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Tambahan Lernbaran Dae rah Provinsi Jav .. .a Barat Nornor 46); 

2 

Menetapkan 



11. Lcmbaga Kcrnasvarakatan Desa/ Kelurahan adalah lernbaga 
yang clibentuk di clesa/kelurahan sebagai mitra pernerintah 
clesa/kelurahan clalam pernbangunan. 

12. Kornite Stanclar Pelatihan Provin si yang selanjutnya disingkat 
clengan KSP adalah Kornite yang clibentuk dalarn rangka 
pengembangan, pernantauan, clan pelaporan pencapaian 
staridar pelatihan PMD, akrcditasi, sertifikasi dan evaluasi 
pelatihan PMD di Provin si Jawa Barat. 

13. Satuan Kerja Pelatihan Pernberdayaan Masyarakat dan Desa 
yang selanjutnya disingkat: Satuan Kerja Pelatihan PMD 
adalah satuan unit organisasi Departemen Dalam Negeri, 
Pemeriruah Daerah Provin si, Pernerintah Dae rah 
Kabupaten/ Kota yang bertugas melakukan pcngelolaan 
pelatihan pemberdayaan masyarakat clan de sa atau kclompok 
lava na n pelatihan PMD non pcmcrintah yang tclah merida pa t 
pengakuan dari pemerintah atau perncrintah daer ah. 

14. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM, 
adalah anggota masyarakat Dcsa dan Kelurahan yang 
merniliki pengetahuan, kemauan, dan kernampuan untuk 
menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam 
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatil. 

15. Pelatih/Fasilitator adalah orang atau kelompok orang yang 
mentransformasikan, mengembangkan, dan mcnyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, sikap clan keterampilan mclalui pelatihan , 

16. Standarisasi Pelatihan adalah u paya untuk rnencntukan 
staridar / kriteria /kualifikasi Pelatihan PMD. 

sebagai perangk.at 
kota di bawah 

10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah 
claerah kabupaten dan z atau dacrah 
kecarna tan. 

9. Desa adalah clesa dan desa adat atau yang disebut dengan 
narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
benvenang untuk mengatur clan mengurus urusnn 
pcmerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, clan/ a tau hak tradisional 
yang diakui clan d ihorrnati dalam sistem pemerintahan Negara 
Ke satuan Republik Indonesia. 

5. Pera ngkat Daer ah Provinsi ada la h unsur pembantu Gubernur 
clan Dewan Perwa kilan Rakyat Daerah Provin si .Jawa Barat 
dalarn penyelenggaraan urusan pemeriritahan yang mcnjadi 
kewenangan Dae rah Provinsi. 

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat clan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan 
Masyarakat clan Pernerintahan Desa Provinsi .Jawa Barat. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak clan kewajiban Daerah 
dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala 
bcntuk kekayaan yang berhubungan dengan hak clan 
kewajiba n Dae rah. 

8. Anggara n Pendapatan clan Belanja Dae rah Provin si .Jawa 
Baral yang selanjutnya clisingkat APBD adalah rencana 
k.euangan tah'unan pemerintahan Daerah Provinsi yang 
dibahas clan disctujui bersarna olch Pernerintah Daerah 
Provin si clan DPRD, serta ditctapka n dengan Pcrat uran 
Dae rah. 
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pelatihan pcrnbcrdavaan 
di Daerah Provinsi melalui 

c. menyelenggarakan sertifikas.i 
masyarakat clan clesa/kelurahan 
pe nilaian lulusan pelatihan; 

sat.uan kerja pclatihan 
clesa/ kelurahan di Dae rah 

b. mcnyelenggarakan akreditasi 
pcmberdayaan masyarakar clan 
Provin si; 

Bagian Kesatu 
Tugas Pokok clan Wewenang 

Pasal6 
KSP mernpunyai tugas pokok, meliputi: 

a. mengembangkan staridar pelatihan pemberdayaan masyarakat 
clan clesa/kelurahan di Daerah Provinsi; 

BAB Ill 

KOMITE STANDAR PELATIHAN 

Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi: 
a. Kornite Stanclar Pelatihan (KSP); 
b. pemilihan Komisioner KSP; clan 
c. pernbiayaan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Bagian Ketiga 
Kedudukan 

Pasal 4 
KSP menjadi pengendali penyelenggaraan pclatihan masyarakat 
clan dcsa/kelurahan di Daerah Provinsi. 

Pasal 3 

Pembentukan KSP bertujuan urituk: 
a. rnelaksanakan pengembangan, pemantauan, clan pelaporan 

pencapaian standar pelatihan pernberdayaan masyarakat dan 
clesa/kelurahan, akreditasi, sertifikasi, clan evaluasi pelatihan 
pernberdayaan masyarakat clan clesa/kelurahan; clan 

b. menyelenggarakan pelatihan pernberdayaan masyarakat clan 
clesa/kelurahan yang efektif, efisien , clan akuntabel. 

Pembentuan KSP climaksudkan untuk me nzcmbarizkan standar t:, b 

pelatihan pernberdayaari ma svar'aka t clan clesa/ kelurahan, 
akreditasi, sertifikasi, clan evaluasi. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
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(1) Korni siorrer yang bcra sal dari Pegawai Ncgeri Sipil Daerah 
Prov in si scbagairnana climaksucl dalarn Pa sal 7 ayat (3) huruf 
a, diusulkan olch Sekre tar is Dae ra h ke pad a Gubcrnur. 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Kornisiorier 

Pa sal 8 

BAB IV 

PEMIUHAN KOMISIONER KSP 

b. 4 {empat) orang pakar clan prak tisi di bidang pernberclayaan 
rna svaraknr clan clesa/ kcluraha n. 

(4) Sekretariat sebagaimana clirnaksucl pada ayat ( 1), 
berkeduclukan pada Badan clan clitetapkan dengan Keput.usan 
Gubernur. 

a. 5 (lima) orang berasal Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi; 
clan 

e 2 (dua) orang Divisi Ser tifika si clan merangkap anggota; clan 
L 2 (clua) orang Divisi Evalua si clan merangkap anggota. 

(3) Kompo sisi Komisioner sebagairnana climaksucl pada ayat (2) 
terdiri atas: 

Bagi an Keel ua 
Susunan Organisasi 

Paragraf 1 

Urn um 
Pasal 7 

( 1) KSP terdiri atas Komisioner clan di ban tu olch Sekretariat. 
(2} Komisioner KSP sebagaimana climaksud pada ayat ( 1 ), te rdiri 

atas 9 (sernbilan) orang Kornisioner, clengan susunan sebagai 
berikut: 
a. J (sa tu] orang Ketua clan rncrangkap anggota; 
b. 1 (satu] orang Wakil Ke tua clan mcrangkap anggota; 
c. 1 (sat u) orang Sekretaris clan merangkap anggota; 
cl. 2 (clua) orang Divisi Pelatihan clan Akreditasi, ser ta 

merangkap anggota; 
b b ' 

g. rnernberikan rekomenclasi penjarninan clan pengenclalian mutu 
pelatihan pernberdayaan masyarakat clan desa/kelurahan; clan 

h. mernberikan ma sukan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran 
Pcrnerin tah Daerah berkcnaan clcngan pclatihan 
pernbcrdayaan masyaraka t dan desa/ ke lurahan. 

melalui UJJ 
yang berlisensi 

d. menyelenggarakan ser tifika si kompetensi 
kompetensi oleh lembaga sertifikasi profe si 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); 

e. merurnuskan kriteria lulusan dari satuan kerja pengelola 
pelatihan pernberdayaan masyarakat clan clesa/kelurahan; 

f. menyelenggarakan evaluasi clan pelaporan pelatihan 
pernberdayaan masyarakat clan desa/kelurahan; 



c. u11 sur masvarakat. 
(3) Calon Panitia Seleksi diusulkan oleh Sekr'e ta ris Daerah kepada 

Gubernur, setclah meridapat pertirnbangan dari: 
a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah: 
b. lnspektur Daerah Provin si; 
c. Kepala Badan; dan 
cl. Kepala Sadan Kepcgawaian Daerah Provinsi. 

b. u n sur akadernisi: clan 

(2) Panitia Scleksi sebagaimana dimak sud pada ayat (1), 
berjurnlah 5 (lima) orang, terd iri a tas: 
a. unsur Perneri ntah Daerah Provinsi; 

( 1) Selcksi calon Kornisiorier KSP dilaksariakan olch Panitia 
Seleksi. 

Pasal 10 

Bagi an Keel ua 

Panitia Selcksi 

a. ber sedia me njadi Kornisioner KSP; 
b. berpencliclikan paling rendah Strata-2 (S-2) clan diutarnakan 

Strata-3 (S-3); 

c. memiliki pernahaman tentang pelatihan pernberdayaan 
masyarakat clan desa/kelurahan; 

cl. surat ijin clari lcmbaga/ institusi tempatnya bekerja; clan 
e. lulus sclcksi yang d ilak sana kan olch panitia sclek si. 

(3) Calon Kornisioner KSP yang memcriu hi per-sya ratan drusulkan 
olch Sck rctar is Daer ah ke pada Gu berriur. 

a. pergu ruan tinggi; 

b. lcrnbaga swadaya ma syarakat di bidang pernberclayaan 
masyarakat ; clan 

c. lernbaga penelitian atau pengkajian. 

(2) Persyaratan pakar clan praktisi sebagaimana dirnak sud pada 
ayat (1), meliputi: 

( 1) Pakar clan prakti si yang menjacli Komisioner KSP sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dapat bcrasal clari: 

Pasal 9 

(2) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksucl pada 
ayat ( 1), meliputi: 
a. berpenclidikan paling re ndah Strata-2 (S2); 

b. telah rnengikuti pelat.iha n mctodologi pelatihan 
pernberdayaan ma syarakat clan desa/ kelurahan: d an 

c. mernahami penyelenggaraan pelatihan pernberdayaan 
masyarakat clan desa/ kelurahan. 

(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menjacli Kornisioner 
I<.SP, tidak mclepaslcan jabatan pacla Perangkat Daera h 
tempatnya bekerja. 
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( l) Panitia Scleksi rnelaksanakan musyawarah peneiapan hasil 
scle ksi. 

Bagian Keernpat 
Penetapan 1-Iasil Seleksi 

Pasal 14 

(2) Seleksi sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1) h uruf a, hur us 
sele sai dilaksanakan paling lama satu bulan sebelurri masa 
jabatan Kornisioner KSP periode sebelurnnya berakhir. 

{3) Pengisian Kornisioner antarwaktu sebagairnana climaksucl 
pacla ayat ( 1) huruf b, dilaksariakan dalarn ha! Komisioner 
yang berhenti sebelum berakhir masa bhaktinya. 

( 1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12, dilaksanakan 
dalarn rangka: 
a. pernbentukan Komisiorier clan/atau karcna berakhirnya 

ma sa bakti Komisioner sebelumnya; clan 
b. Kornisioner antarwaktu. 

Pasal 13 

(2) Panitia Seleksi mcnetapkan tahapan clan jad ual . selek si 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penetapan tahapan clan jadual seleksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilakukan setclah berkoordinasi dengan' Kepa la 
Badan. 

(1) Sclck si calon Komisiorier KSP, meliputi seleksi adrninistrasi , 
akadernis. clan wawancara. 

Pasal 12 

Bagian Ketiga 
Proses 

(1) Tugas pokok clan wewenang Panitia Seleksi, rneliputi: 
a. rnenyusun dan rnenetapkan jaclual kegiatan sele ksi: 
b. menetapkan rnetode seleksi; 
c. merisosialisasikan kegiatan seleksi: 
cl. melaksariakan seleksi: clan 

e. menyarnpaikan rekorncnda si hasil sele ksi calon Kornisioner 
I<SP kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah. · 

(2) Dalam rnelaksanakan tugas pokok clan wewenang 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), Panitia Seleksi 
berkoordinasi dengan Kcpala Baclan. 

(3) Masa kerja Panitia Seleksi ditetapkan oleh Gubernur. 

Pasal 11 

(4) Panitia Seleksi ditetapkan oleh Gubernur. 
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(3) Pcmber hentian sebagaimana climaksucl pacla ayat (2), 
diusulkan oleh Kornisiorier KSP kepada Gubernur melalui 
Sckrctaris Daerah. 

I, dih ukum karcna melakukan tinclak pidana. 

Pasal 17 
(1) Masa bhakti Komisioner l<SP adalah 5 (lima) tahun. 
(2) Komisioner KSP diberhentikan , kareria: 

a. masa bhaktinya bOerakhir; 
b. rnengundurkan cliri; 
c. mcninggal dunia; 

cl. bcrhalangan tetap dan Zatau tidak dapat menjalankan 
tugas dan Iurigsinya sclarna 3 (tiga) bulan berturut-turut; 

e. melakukan perbuatan tercela; clan 

(l) Anggota KSP yang telah dilantik bermusyawarah untuk 
mcngis: susunan Kornisioner KSP sebagaimana d irnak sud 
dala m Pasal 7 ayat (2). 

(2) Hasil musyawarah sebagairnaria dimaksud pada ayat ( l}, 
dirriuat dalarn Serita Acara Musyawarah clan disampaikan 
kepada Sekretaris Daerah rnelalui Kepala Sadan. 

(3) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan sus unan 
KSP sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ). 

Bagian Kelirna 
Pengisian Susunan clan Masa Bhakti KSP 

Pasal 16 

KSP 
yang 

anggota 
pejabat 

dengan pelantikan , 
yang dipandu oleh 

(3) Sebelum clikukuhkan 
mcngucapkan surnpah 
melantiknya. 

( l) Gubcrnur mcnctapkan 9 (sembilun) orang cal on yang telah 
cliselcksi menjadi anggota l<SP. 

(2) Anggota KSP scbagaimana dirnak sud pada ayat ( 1), dilantik 
oleh Gubernur atau oleh pejabat yang di tu njuk oleh 
Gubernur. 

Pasal 15 

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), 
climuat. dalarn Berita Acara Hasil Seleksi yang clitanclatangani 
olch seluruh anggota Panitia Selek si. 

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
kurarig rnemuat: 
a. nilai hasil seleksi urituk masing-rnasing peserta selek si; 
b. rangking hasil seleksi; clan 
c. rekomenclasi/pendapat panitia selcksi. 

(4) Serita Acara sebagaimana dimaksucl pada ayat (2), 
disampaikan kepacla Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

8 



* ~~~c:;~~"11ralda, SH., MH. 
~:;;;:t:g,:: 60531 197603 2 002 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 81 SERIE 

IWA KARNIWA 

ttd 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 14 September 2015 

AHMAD HERYAWAN 

ttd 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 14 September 2015 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pasal 20 
Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: 
a. honorarium Komisioner KSP; dan 
b. operasional KSP. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 19 
Pembiayaan kegiatan KSP dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang dikelola oleh 
Sadan. 

Pasal 18 

(1) Kekosongan Komisioner sebagai akibat pemberhentian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2), diisi melalui 
pergantian antarwaktu. 

(2} Mekanisme pergantian antarwaktu dilakukan melalui seleksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). 
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